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ABSTRACT

The Government of Semarang city program to facilitate the waffic needs
management and development Terboyo Terminal. The collaborition between
other organizer is very needed due to the financial limitation for management and
future development. Through collaboration with Bumi Lestari Hijau Ltd. Co. by
one year contract. In the application of developing Terboyo Terminal there will be
some problems, so the government’s role is needed to help the application and to
solve the problem.

The objective of this research is to understand what the problem’s are. A writer
nsed the empirism method by interviewing the povernment officer and
researching the documents to get the result for arranging the dealing that has been
fixed before. However, the contain of dealing hasn't been completed yet,
especially about the consequencies as long as the application of the dealing.

The government's role to help the application of dealing as in the regulation
number 5/1974 and policy of DPR's number 24/2001, if there is deliquency the-
familiar solving will be done. Otherwise, the solving based on the regulation will
be done 1f the compromy solving can't be solved. For the future, the government
has 10 select the other organizer to develop Terboyo Terminal and has to prepare
the dealing systematically and the government should also give opportunity

research before making the dealing in addmonal to coordinate the application
well.
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ABSTRAKSI.

Pemerintah Kota Semarang dalam rangka untuk menunjang kelancaran lalu lintas
dipertukan penatazn, pengelolaan dan pembangunan Terminal Induk Terboyo
Semarang. Karena keterbatasan dana untuk penataan, pengelolaan dan
pembangunan kedepan diperlukan kerja sama dengan pihak lain, melalui
kerjasama dengan PT. Bumi Lestari Hijau dengan jangka waktu perjanjian selama
I tahun. Dalam pelaksanaannya muncul masalah-masalah mengenai pelaksanaan
perjanjian kerjasama, peran Pemerintah dalam mewujudkan dan membantu dalam
pelaksanaannya dan dalam menyelesaikan masalah bila terjadi penyimpangan-
penyimpangan atau wanprestasi dulam pelaksanaannya.

Sedang tujuan penelitian ini untuk mengetahw dan memahami masalah-masalah
tersebut di atas. Untuk mengetahui dan memahaminya digunakan metode
pendckatan secara empiris, ‘melalui wawancara dengan pejabat atau petugas
terkait, dan dari aokumen-dokumen yang ada serta diperoleh hasil diantaranya
penyusunan perjanjian kerjasama sudah sesuai, tetapi isi dari perjanjian masih
kurang lengkap, khususnya mengenai sanksi-sanksi bila dalam pelaksanaannya
tidak sesuai dengan perjanjian.

Peran Pemerintah dalam mewujudkan dan membantu pelaksanaan perjanjian
sesual dengan Undang Undang Nomor 5/ 1974 serta Surat Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat nomor 24 tanggal 19 Nopember 2001, dan bila terjadi
penyimpangan-penyimpangan atau wanprestasi, penyelesaiannya dengan
musyawarah, bila musyawarah tidak tercapai digunakan penyelesaian secara
hukum yang berlaku. Untuk itu ke depan, Pemerintah Kota Semarang harus lebih
selektif dalam memilih pihak lain untuk mengelola Terminal Terboyo dat perlu
cisiapkan klausula perjanjian secara rinci serta pihak lain diberi kesempatan yang
cukup untuk meneliti lebih dahulu sebelum dilakukan perjanjian dan diperlukan
koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya.




1.1.

BABI
PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul

Pcmbangur!gn Nasional Indonesia merupakan rangkaian upaya
pembangunan berkesinambungan yang meliputi- seluruh  kehidupan
masyarakat, bangsa .clan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan
tujuan Nasional yang termaktub dalém Pembukaan Undang Undang Dasar
1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Transportasi merupakan sarana penting dan strategis dalam
memperlancar roda perekonomian, memperkbkoh pe'rsatuan dan kesatuan
serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya
transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutén
bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruﬂ negeri. D1 samping itu
transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak
bagi pertmﬁbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam
upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari pentingnya peranan transportasi maka lalu lintas dan
angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara
terpadu dan mampu mewujudkan tersedianyal jas_a tr;cmsportasi yang serasi

dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib,
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selamat, aman dan nvaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya
y.an g terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pembinaan di bidang lalu lintas ditakukan oleh pemerintah yang
meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas
harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu
lintas. Dalam metakukan pembinaan lalu lintas jalan Juga harus diperhatikan
aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestariﬁn
lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu
lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar-ingtansi, sektor dan unsur
terkait lairnya.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas,
diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan
berlaku secara umum serta dengan 1hernperhatikar’1‘= ketentuan-ketentuan lalu
lintas yang berlaku secara internasional. Untuk kepentingan baik pemerintah
maupun masyarakat, maka diatur ketentuan-ketentuan mengenai prasaranga
lalu lintas dan angkutan jalan antara lain jaringan traﬁsportasi jalan, kelas-
kelas jalan_, Jaringan trayek, jaringan lintas, angkutan barang, terminal
penumpang dan barang, fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyeberangan

orang, fasilitas parkir, rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat

* lalu lintas lainnya.

Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan

terselenggaranya intra dan antar roda pembangunan secara lancar dan tertib,
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di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
Pembangunan dan pengelolaan terminal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah
dengan mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia dengan melakukan suatu
ker asama pen gelolaan.

Penataan dan pembangunan ‘tcrminal induk pengelolaan terminal,
perparkiran, Jasd. Pelayanan Penumpang Angkutan Umum (JPPAU),
pungutan Kios, pungutan listrik dan retribusi memerlukan dana yang cukup
besar sehingga Pemerintah merasa perlu untuk ‘mengikutsertakan pihak
swasta dalam pengelolaan terminal. Secara khusus Pemerintah Kota
Semarang mengeluarkan kebijaksanaan sebagai pedoman untuk melakukan
kerjasama yang didasari pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 3 tahun 1986 tentang
Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga.

b. Keputusan Menteri Dalam Negen dan Otonomiﬂ Daerah Nomor 11 fahiun
200 ltentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah,

c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1] .Semarang Nomor i1
tahun 1988 tentung Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat 1l Semarang pada Pihak Ketiga.

d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 24
tanggal 19 Nopember 2001 tentang Persetujuan Kerjasama Pemerintah
Kota Semarang cengan PT. Bumi Lestari Hijau dalam rangka

Pengelolaan Terminal Terboyo Semarang,

R i LA



Kondisi terminal vang wmemprihatinkan, khususnya di Terminal

Terboyo Semarang sekarang masih belum bisa “dibenahi, mengingét
anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang éangat terbatas. Dana
yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang Rp 240 Miliar, sedangkan untuk
membayar gaji pegawai Rp 300 Miliar sehingga masih memerlukan
tambahan dana.

Karena keterbatasan Jana tersebut diatas sehingga untuk penataan dan
pembangunan serta pengelolaan Terminal Terboyo masih terbengkelai,
Untuk itu Pemerintah Kota Semarang harus mampu mengajak kerjasama
dengan pihak lain secara keseluruhan. Misalnya pembangunan fasilitas
transportasi dan renovasi bangunan terminal, bukan hanya pengelolaan
sektor retribusi saja '

Sejak penyerahan pengelolaan Terminal Terboyo dari Pemerintah
Kota Semarang kepada pihak PT. Bumi Lestari Hijau yang dimulai ‘pada
tanggal 1-8 Desember 2001 masih i)elum sesuai déngan perjanjian awal,
penawarar setoran dari Rf} 100 juta per bulan meﬁjadi Rp 80 juta per bulan
dan untuk selanjutnya mengajukan revisi penyesuaian setoran hingga Rp 50
Jjuta per bul_an.2

Demi terfaksananya pelaksanaan penataan serta pengelolaan terminal

Terboyo, Pemerintah Kota Semarang melakukan perjanjian kerjasama

1 Suara Merdeka, Dana Terbatas, Terboyo Tak Bisa Dibenahj Total, 4 Desember 2001 hal. 13 dan
hal 18 kal. 4.

2 Suara Merdeka, lnvestor Terboyo Menawar Lagi 50 Juta par Bulan, 24 Desember 2001 hal. 13
dan hai 18. :
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1.2.

Lh

pengelolaan terminal dengan pihak PT. Bumi Lestari Hijau, Menyadari
pentingnya masalah transportasi maka penulis tertarik untuk membahels
lebih lanjut mengenai peiaksanaan_ pengelolaan terminal dengan melakukan
penelitian‘serta dituangken dalam bentuk Tesis y_'an.g berjudul : Perjanjian
Kerjasama Pengelolaan Terminal antara Pemerintah Kota Senﬂarang dengan

PT. Bumi Lestari'Hijau.

Perumusan Masalah
Dalam vpenelitian mengenai Perjanjian --:Kerjasama Pengelolaan

Terminal antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Bumi Lestari Hijau,

penulis membatasi permasalahan sekitzr proses pelaksanaan perjanjian

tersebut. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini
adalah sebagai berikut :

1.2.1. Bagaimanakah tahap-tahap pembuatan perjanjian  kerjasama
pengelolaan terminal Terboyo antara Pemerintah Kota Semarang
dengan PT. Bumi Lestari Hijau ?

1.2.2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan terminal
Terboyo antara Pemerintah Kota Sema{ang'dengan PT. Bumi Lestari
Hijau 7

1.2.3. Bagaimana apabila salah fwa;tu pihak tersebut tidak memenuhi

kewajibannya atau wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian

kerjasama tersebut ?
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1.3. Tujuan Penelitian

1.4,

1.3.1.

Untuk mengetahui tahap-tahap pembuatan perjanjian kerjasama
pengelolaan terminal antara Pemerintah Kota Semarang dengan P'I.
Butni Lestari Hijau. |

Ur;tuk mengetahui pelaksanaan perjaﬁjian kerjasam'a pengelolaan
terminal yang dilakukan antara Pemerintah Kota Semarang dengan
PT. Bumi Lestari Hijau.

Untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul terhadap

pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang

dengan PT. Bumi Lestari Hijau.

Manfaat Penelitian

L4

1.4.3,

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan peraturan di
bidang konirak bisnis.

Bagi kalangan praktisi hasil penelitian ini' dapat dijadikan bahan
pertimbangan untuk membuat penyusunan kontrak bisnis, khususnya
bagi Pemerintah Kota Semarang dengan diberlakukannya Otonomi
Daerah dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan ~ Daerah  schingga  menghindari  timbulnya
pefmasalahan yang mungkin terjadi dalam melakukan kerjasama.
baik dengan pihak ketiga guna peningkatan pendapatan asli daerah

dan kemajuan pembangunan ekonomi di Kota Semarang.

Bagi kalangan perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan

referensi dalam mempelajari hukum . kontrak dan sebagai bahan
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bacaan dalam kajian ilmu sosial yang merupakan salah satu pagian

dari kehidupan masyarakat khususnya pengguna jasa terminal.

Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip‘dan tata cara memecahkan suatu
masalah, sedang penelitian adalah pémen‘ksaan secara hati-hati, tekun dan
tuntas terhadap sluétu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka
metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata

cara untuk memecankan masalah yang dihadapi dalam melakukan

.. k)
penelitian,

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk

menerukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,
usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. *
Dengan demikian penelitian yang di]aksanakan tidak lain untuk
memperoleh data yang telah teruji I:ebené.rén izlmiahnya. Namun untuk
mencapai kebenaran ilmiah tersebut-ada dua buah pola berpikir menurut
sejarahnya yaitu berpikir secara rasjonal dan berbiidr secara empiris atau
melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk meneinukan metode ilmiah
maka digabungkanlah metode pendekatan ras,i(_)nal :d,an metode pendekatan

empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penslitian Hukum. UT Press, Jakarta? 1984 halaman &
4 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993 halaman 4
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sedang empirisime memberikan kerangka pembtuktian atau pengujian untuk

memastikan suatu kebenaran.”

1.5.1.Metode Pendekatun
. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Pendekatan Yuridis Sosiologis (Empiris) yang akan bertumpu pada
data prime-r- (hasil dari penelitian di lapangan). Pendekatan Yuridis
Sosiologis (Emipiris) digunakan untuk mengetahw hal-hal yang dapat
mempengarshi  proses bekerjanya hukum dalam  pelaksanaan
perjanjian kerjasama pengelolaan Terminal Terboyo.

Dalamn melakukan pendekatan yuridis..gmpiris ini, metode yang
digunakan adalah métode kualitatif. Metode“ini digunakan karena
beberapa pertimbungan yaitu; perfama, menyesuaikan metode ini
lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua,
metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara
peneliti dengan responden. Keliga, rriétode ini lebih peka dan lebih
dapat menyesuaikan diri dengan baﬁyak penajaman pengarvh bersama

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.6

3 Ronny, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

6 Lexy. J. Moleong, Metodolupi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995,
halaman 5. )
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1.5.2.Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif
analitis yaitu yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 7

1.5.3. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan

adalah purposive sampling, yaitu penarikan sampel' yang dilakukan
dengan cara pengambilan su.byek didasarkan tujuan tertentu, karena
subyek penelitian dikelompokkan berqasarkan keterlibatan mereka
dalam pelaksanaan kerjasama tersebut cian narasumber yang dimiliki
mampu memberikan pandangar; mengenai perjanjian kerja sama dan
pelaksanaannya.®

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh
unit vang akan diteliti, Oleh karena populasi ‘biasanya sangat besar
dan luas, maka kerap kali tidak mungkih untuk meneliti seluruh
populasi itu tetapi cukup diarri}ﬁil sebagian saja untuk diteliti sebagai
sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.”

Dalam penelitian ini ditentukan sal'npel sebagai berikut ;
1 1 orang pejabat Pemerintah Kota Semar.a;lg:
@ 2 orang Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Semarang.

© 4 orang pejabat PT. Bumi Lestari Hijau.

7 Soerjono Soekanto, Pengan:ar Penelitian Hukum, Ui, Press, Jakarta, 1986, halaman 10,
8 Ronny, Op.cit, 1990, halaman 51, '
9 Ronny, Op.cit, 1990, halaman 44,
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1.5.4. Teknik Pengumpulan Data
Data vang ingin diperoleh dalam penelitian ini berupa data
primer dan data sekunder.

1.54.1. Data Primer adalah data yang ;iiﬁeroleh langsung dari
masyarakat  melalui  observasi/pengamatan, inferview/
wawancara, questionere/angket. 10 Dalam penelitian ini
penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data
melalui wawancara. Teknik wawancara yang digunakan
adalah secara bebas terpimpin.

Wawancara dilakukan terhadap beberapa pejabat yang telah
ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu
sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi
dimunglinkan juga timbul perfanyaan lain yang disesuaikan
dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara,''
1.5.4.2. Data sekunder adalah data yang -c{iperoleh melalui studi
ke'pustakaaﬁ, dengan menelaah buku-buku literatur, undeng-
undarg, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah
Perjanjian Kerjasama I’engelollaan_Telrmina] Terboyo antara

Pemerintah Kota Semarang dengan PT Bumi Hijau Lestari.'?

10 Lok.cit, ‘
11 Soerjono Soekanto, Penelitian Huku_m Normatif, Rajawali, Jakarta', 1984, halaman 172.
12 Ronny, Op.cit, 1990, halaman 8 - 12
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1.5.5.Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah. metode analisa data yang
deskriptif analitis, yaitu mencari dan menem‘ukan hubungan antara
data yang diperoleh dari peneitian dengan landasan teori yang ada dan
yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif
mengenai penaasalahan yang diteliti. D.i smn;p"i‘ng itu digunakan juga
metode analisa yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau
memahami gejaia yang diteliti, 13

Adapun metode kualitatif adalah suatu 'cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analitis yqiu.l apa yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis atau lisan ditehiti, _kembali dan dipelajari
sebagai suatu yang utuh. '

1.6. Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab yang saling berkaitan
antara bab yang satu dengan bab-bab lainnya.
Bab | ialah Pendahuluan, di mana dalam bab ini akan dibagi menjadi
beberapa sub bab mengenai alasan pemilihan judul, perumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

1esis.

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuj, Penelitian Hukum Nonnalif‘;'Rajawali, Jakarta, 1984, hal 20
14 1bid, halaman-25
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Bab 11 ialah Tinjauan Pustaka, di mana pada baB ini akan diterangkan
mengenai beberzpa pengertian yang diantaranya perjanjian, terminal,
kerjasama, cidera janji atau wanpresfasi, serta akan diulas juga akibat yangr
timbu! d_ari perjanjian, tahap-tahap pembuatan kontrak bisnis serta
pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan terminal a;ntara Pemerintah
Kota Semarang dengan PT Bumi Hijau Lestari.

Bab 111 ialah Hasi! Penelitian dan Pembahasan, di mana pada bab ini
akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang
berhubungan dengan permasalahan yang ada dalain pembuatan tesis ini.
Hasil penelitian tersebut selanjutnya akan dibahas berdasarkan tinjauan teori
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bab 1V ialah Penutup, di mana pada bal') in dik;agi dalam dua sub bab,
yaitu kesimpulan yang berisi mengenai jawaban atas permasalahan dalam
tesis ini yang didasari oleh pembahasan hasil penel‘itian, serta saran-saran
yang berisi sumbang pemikiran dari penuli;s yang berhubungan dengan tesis

1ni,

Sy



BABNI
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertfan Perjanjian Pada Umumnya

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian sebagai
berikut :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

mengikatkair dirinye terhadap satu orang atau lebil”.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurgng lengkap, karena hanya
menyebutkan perseiujuan.sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan
dipergunakannya perkatan “perbuctun” tercakup juga perwakilan sukarcla
dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

[}  Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan
yang bertujuan untuk menimbﬂlkan akibat huk'um; dan
2)  Menambahkan perkataan “ualeu saling méngika!kan cﬁrin_ﬁf’ dalam

Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga menurut Beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah
suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau-lebih saling mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih.!

15 Setiawan, Pokok Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta Bundung, 1987, halaman 49.
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Lain halnya dengan pendapat R. Subekti, yang menyatakan bahwa

suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

orang lain atau di mana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu huburigan perikatan. '

Mengenai perjanjian itu sendini diatur dalam buku 11 KUH Perdata

yang berjudul Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Berdasarkan

kepustakaan hukum Indonesia, istilah persetujuan dan perjanjian adalah

terjemahan dari Overeenkomst. Beberapa penulis berpendapat mengenai

istilah tersebut, di antaranya:

1.

(W]

Prof. R. Subekti, dan Tjiptosudibyo dalam buku KUH Perdata Edisi
Revisi 1995 menggunakan istilah “persetujuan’.

Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia mema:kai
istilah “perjanjian”.

Achmad Ichsan dalam bukunyé Hukum Perdata [ B menterjemahkan
dengan persetujuan,

Mahzab Unpad tnenggunakan istilah yang dibakukan yaitu “perjanjian”.
Suryodiningrat  pada bukunya Asas Asas Hukum Perikatan
menggunakan istilah persetujuan'_sebagai terjemahan overeenkomst.
Mertokusumo dan Satrio, didalam bukunya sama-sama mempergunakan

1stilah perjanjian uniuk menterjemahkan kata overeenkomst tersebut.

16 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984, halaman 1,




15

Definisi berdasarken Pasal 13i3 KUH Perdata tersebut sebenarnya
tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat
luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan
melawan hukum.'’

Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum
perdata, pada unil’:mnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313
KUH Perdata itu tidak lengkap dan terialu luas.

Wiryono Projodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan
hukum mengenai hana benda zmtaré. kedua belah'pihak, dalam mana suatu
pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang
pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.'®

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian s;aperti tersebut di atas,
Jika disimpulkan maka untuk perjanjian terdiri dari :

a. Ada pihak-pihak B
Pihak-pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusia maupun badan
hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti
yang ditetapkun Undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak
Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan
suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai

syarat- syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

17 Setiawan, Op.cit., 1987, halaman 49,
18 Wirjono, Asas"Asas Hukum Perjzniian, Bale, Bandunug, 1979, halaman 9
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Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh Undang-undang.
Ada pfestasi yang dilalisanakan |

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak
sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban
untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan
barang.

Ada bentuk tertentu lisan atau fulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan Undang-undang yang
menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai
kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Ada syarat- syarat tertentu sebagai isi pcljanjia;x B

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.
Syarat-syarat im terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan
kewajiban pokok.

Azas-azas penting dalam perjanjian antara lain :

. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang
berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tujuan dari pasal di atas
bahwa pada umumnya suatu perjanjian;i'tu dapat dibuat secara bebas

untuk membuat atay; tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan

R e e
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perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian
maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu
tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

Maksgdnya adalah setiap orang bebas ‘mengad'akan suatu perjanjian
berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu

ditujukan. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat

diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atan |

tentang apa saja dan perjanjian itu mengi‘-kat mereka yang membuatnya
seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkolntrak dari para pihak
untuk membuat perjanjian itu mclliputi :

a) Perjanjian vang telah diatur Qleh Undang-undang

b) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalﬁm

t

Undang-undang

. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup‘ ada kata sepakat dari mereka yang
membuat perjanjian itu tanpa dikuti dleﬁgan_ perbuatan hukum lain
kecuali perjanjian yang bersifat formal."”

Dengan kata lain perjanjian itu sudah mengik_at sejak tercapainya kata

sepakat mengenai pokok perjanjian.

19 A. Qhom Syamsud.n, Pokok Pokok Hukum Perjanjian beserta Perjanjian, Liberty, Yogyakarta,
1985, halaman 20. :
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Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjiang harus dilakukan dengan
itikad baik. ltikad baik dalam pengertiaﬁ yang s;l;lbyektif dapat diartikan
sebagai kejujuran sescorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada
waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikéd baik dalam
pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum
harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai

dengan yang patut dalam masyaral\at.20

. Asas Pacta Servanda Sunt

M.en‘urut Mertokusumeo, asas mengikatnya suatu perjanjian berhubungan
dengan akibat perjanjian dan dikenal dengan asas pacta servanda sunt.
Bunyi lengkapnya adalah pacta nuda .s'er';ancz’a suni, artinya kata sepakat
tidak perlu dirumuskan dalam bentuk sumpah? p,erbuatan atau formalitas
agar merupakan kewajiban yang mengikat.2l

Perjanjian yang dibuat secara sﬁh oleh para pihak adalah mengikat bagi
mereka yang membuat seperti undang-—undané:’ Dengan demikian para
pihak tidak dapat mendapat kerugian karéna perbuatan mereka dan jiuga
tidak mendapat keuntungan da;inya, kecuali kalau perjanjian tersebut
dimaksudkan untuk pihak ketiéa. ‘Maksud dari asas ini dalam suatu

a

perjanjian tidak lain untuk mendapatkan k_qpastian hukum bagi para

pihak yang telah membuat perjanjian itu.

20 1bid, halaman 19.
21 Mertokusuriio, Kapita Selekta [Hukum Perjanjian, —————-~ 1991, halaman 99.
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5. Asas berlakunya suatu perjanjian
Pada dasarnya seraua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang
imembuatnya tak ada pengan_lhn'ya bagi pihak icptiga kecuali yang telah
diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.
Asas berlakunya suatu perjanjian diatur daiam Pé‘sal 1315 KUH Perdata
yang berbunyi : “Pada umumnﬁ: tidak seorangpun dapat mengikatkan
diri atas nama sendivi alau meminla dfteic'lpkannya suaty janji dari pada
untuk dirinya sendiri.” ’
Dalam hukum perjanjian, selain asas-asas, perjanjian juga terdapat
jenis-jents perjanjian antara lain 22
1. Perjanjian Timba! Balik dan Perjanjian Sepihak
Perjanjian Timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan
kewajiban kepada kedua belah pihak. Dalam perjanjian jenis ini yang
menjadi kriteria adalah kewajiban berprestas? kedua belah pihak atau
salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik tak
berwujud berupa hak. Perbedaﬁn ini punya arti penting dalam praktck,
terutama dalam soul pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH

Perdata. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu

apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

22 Abdulkadir Muhammad, Hukuim Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, halaman 86-89.
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2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas hak yang membebani.

LI

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan
keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang
membebani adalah perjanjian cialam mana terhadap prestasi dari p;:hak
yang satu selalu tgrdapat kontra prestasi dari pihak lainnya. Sedar_}gkﬁn

antara kedua prestasi stu ada hubungannya menurut hukum.

. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tak Bemama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendim,

yang dikelompokkan sebagal perjanjian khusus karena jumlahnya

terbatas misalnya jual beli. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang
tidak mempunyat nama tertentu dan jumiahnya ‘;[ak 1.;erbatas.

Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik
dalam perianjian jual beli. Perjanjian kebendaan _ini sebagai pelaksanaan
perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir édalah perjanjian yang menimbulkan perikataa,
artinya sejak terjadi pzrjanjian timbulah hak dan kewajiban pihak-pihak.
Pcntingpya perbedaan n1 adalah untuk méngetahui apakah dalam
perjanjian itu ada penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan

itu sah menurut hukum atau tidak.,

. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada

persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

B 418 ptaat
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Perjanjian real adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak

juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum maka
terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian
yang ditentukan undang-undang.

Perlu diper}iatikan bahwa perjanjian yang rﬁemenuhi undang-undang
diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tak
diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Karena itu selagi pihak-pihak merigakui dan mematuhi perjanjian yang
mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanJ: ian itu berlaku diantara
mereka.

Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka
hakim akan membartatkan atau perjanjian itu batal. Menurut Pasal 1320
KUH Perdata syarat-syarat sahnya perjanjian ada 4 yaitu :

1. Persetujuan kehendak para pihak

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan

Suatu hal tertentu

(O8]

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subyektif
dan perjanjian akan batal demi hukum apabila.tidak memenuhi syarat

obyektif. Adapun syarat subyektif y@g dimaksud adalah kesepakatan dan
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kecakapan, sedanigkan syarat obyektif adalah suatu hal tertentu dan sebab

yang halal.”

Ad.l. Kesepakatan atau persetujuan kehendal para pihak
Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat
me;lgenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa
yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak
vang lain. Mereka menghendaki sesuafu yang sama secara timbal
balik. Kedua belah pihak dalam suatu i)eljanjian, harus mempunyai
kemauan yang bebas untuk mengikatkan dir?,__dén kemauan itu harus
diﬁyataka‘n. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara
diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syé;at .pertama untuk suatu
perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika‘ perjanjian itu telah
terjadi karena :
1. Paksaan (dwang), Pasal 1323 — 1324 KUH Perdata
2. Kekhilafan (dwaling), Pasal 1322-KUH Perdata
3. Penipuan, Pasal 1328 KUH Perdataf

Ad.2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu lpe.'rikatan
Orang yang membuat perjanjian harus ﬁékap menurut  hukum.
Artinya orang yang membuat perjanjian dan akan terikat oleh
perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk

menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas

23 Purwahid Patrik, Asas ftikad Baik_dan Kepatutan dalam Perjaniian. FEI UNDIP, Semarang,
halaman 58,




perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena
seorang yang membuai perjanjian itu berarti mempertaruhkan
kekayaannyz, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-
sungguh berhak bebas berbua;t dengan harta‘kekayaannya.

Ad.3. Suatu hal tertentu
Sebagai pokok perjanjian harus berupa barang-barang yang dapat
diperdagangkan dan paling sedikit ditentukaﬁ jenisnya atau dapat
ditentukan atau dihitung.l

Ad.4. Suatu sebab atau cawsa yang halal
Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi, yaitu
perjanjian harus mermpunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal,
sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Dalam Pasal
1335 dan 1337 KUH Perdata terdapat sebab yang bermacam-macam,
yaitu tanpa sebab, sebab yang halal, sebab yang palsu, sebab yahg
tidak halal.
Menurut Nieuwenhuis, yang dimaksud dengan sebab atau causa
perjanjian itu sendiri ialah tujuan perjanjian,:yaitu tujuan yang ingin
dicapai oleh para pihak dengan peljanji'an t_ers‘;.;but‘24
Suatu perjanjian adalah sah bila sebab itu tidak dilarang oleh
undang-undang, kesusilaan atau ketertiban ﬁmum. Dilarang oleh

undang-undang yaitu perjanjian dibuat b'ertentangan dengan hukum

24 Nieuwenhuis, Pokok Pokok Hukum Perikatan, ditelje‘mahkan‘ olel Djasadin Saragih dari
HoaofdstukkenVerbintenissenrecht, Surabaya, ----—----, 1985, halaman 25
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pemaksa dan Hukum Perdata. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu
suatu perjanjian akan memberikan sesuatu apabila ia memberikan
suaranya dalam pemilihan Kepala Desa atau dapat dikatakan
perjanjian suap menyuap.bﬁ-ertentangan dengan ketertiban umum
yai.tu segala perjanjian untuk mclépaskzm kéwajiban ‘memben'kan

nafkah atau alimentasi antara orang tua dan anak.”

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat, aﬁinya
mengikat pihak-pihak yang membuat perjanj‘ian tersebut. Mentirut Pasal
1339 KUH Perdata suatu perjanjian tidak hanya méngikat untuk hal-hal
yang dengan tegas dinyatakan dalam peljai'nj!jaﬁ,-tetapi juga untuk 'segala
sesuaty yang menurut sifat perjanjian diharuska.h (diwajibkan) oleh
kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Artinya, setiap perjanjian
diperlengkapi dengan atﬁran—aturan yang terdapatl.dalam undang-undang,
adat kebiasaan (di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu), sedangkan
kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan atau norma-norma
kepatutan harus juga diindahkan.

Setiap pihak yang membuatl perjanjian, terutama kreditor, sangat
. menghendaki agar pelaksanaan perjanjian diusahakan dengan sempurna
sesual dengan isi perjanjian. Pada dasarnya, baik kreditor maupun debitor
yang telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus melaksanakan apa

- yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Suatu perjanjian yang

25 Purwahid Patrik, Dasar Dasar Hukum.Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari
Undang Undang, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 64.
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telah dibuat para pihak dan sah menurut hukum membawa akibat dan
konsekuensi perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak yang telah
membuatnya. Hal ini adalah logis, dalam arti bahwa hak dan kewajiban-
vang timbul dari padanya hanyalah untuk para pihak sendiri.*® |

Berdasarkan batasan dan pengertian tersebut, maka masyarakat bebas
menentukan dun-memilih pihak lain dalam melakukan perikatan sebagai
salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hi_dup dan meningkatkan usaha
agar lebih maju, lebih efisien dan lebih mendapatkan keuntungan kerjasama,
terutama dalam dunia usaha adalah hubungan‘ ‘.a;rlltar pelakunya yang
didasarkan pada perikatan usaha yang saling menguntx;ngkan dalam
hubungan kerja sinergi. Dengan perkataan lain kerjasama usaha merupakan
hubungan kerjasama vang dilandasi oleh prinéip saling menunjang
berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.

Dalam perkembangan dewasa iﬁi, kebanyakan perjanjian dibuat dalam
bentuk tertulis bahkan saat ini ter(iapat kecenderungan untuk membuat
perjanjian dalam bentuk baku atau standar. I"erj'qujan vang dibuat dalam
bentuk baku sesuai dengan kecenderungan masyafakat untuk bertindak
secara prak_tis untuk mencapai efisiensi dalam hal déna, waktu dan tenaga.

Marnam Darus Badrulzaman memberikan pengertian perjanjian baku

sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk

26 Satrio, Hukum Perikatan, Perikaizn Yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1995, halaman 75.
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formulir tertentu. Lebih lanjut Beliau mengiatakan “bahwa-ada figa jenis

perjanjian baku, yaitu : |

a. Perjanjian Baku Sepihak adalah 'pe:j_anjian yang i'sinya ditentukan oleh
pihak yang kuat kedudukannya; | ' |

b. Perjanjian Baku yang ditetapkan Pemerintah ialah perjanjian baku yang
mempunyai obyek hak-hak atas tanah.

¢. Perjanjian Baku yang ditentukan di ]ingi&tmgah.Notaris atau advokat
terdapat perjanjian-perjanjian yang konscpnya sejak semula sudah
disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang

minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkuta'n.27

Pengertian Gvermacht dan Wanprestasi

Setiap pihak yang telah membuat perjanjian, terutama kreditor, sé.ngat
mengharapkan dan menghendaki agar pelﬁkéanaan perjanjian diuséhakzm
dengan sempurna dan lancar seperti apa yang telah disepakatinya. Akan
tetapi tidak semua pelaksanaan tersebut dilaksanakan dengan baik, karena
bisa jadi salah satu pihak, biasanya debitor, ingkar dalam menepati
pe]aksanaann},fa."13

Pada umumnya, tidak memenuhi perikatan adalah menjadi tanggung
jawab dari debitor apabila ia baik karena sengaja maupun kelalaiannya tidak
memenuhinya. Dengan perkataan lain, debitor yang karena kesalahannya

tidak memenuhi prestasi ia harus bertanggung gugat untuk wanprestasi

27 Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, halaman 50.
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ietapi apabila debitor tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan
maka kita berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat
dipertanggungkan kepadanya.

Menurut Riduan Syahrani, seseorang tidak dapat dimintai pertanggung

jawabannya apabila ia telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk

melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dil dalam perjanjian yang
telah dibuatnya secara sah dan mengikat serta telah berusaha menghindari
diri dari segala bencana atau malapetéka.”.

Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata dapat disimpulkan sebagai berikul"
keadaan memaksa adalah bahwa debitor terimala_ng dalam mempengaruhi
prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terdugﬁ lebih dulu dan tidak
dapat dipertanggungkan kepadanya, maka cleBitor dibebaskan untuk
mengganti biaya rugi dan bunga. |

Ada tiga syarat untuk dapat dikatakan overmacht, yaitu :

. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya

2. Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitor

?

Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari debitor.”

Akibat dari overmacht adalah :
1. Kreditor tidak dapat minta pemenuban prestasi (pada overmacht

sementara sampai berakhirnya keadaan overmachi)

29 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985,
halaman 248. ‘ . :

30 Purwahid Patnk, Op.cit, 1994, halaman 19.
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2. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 124451245

KUH Perdata) |
3. Pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian (Pasal 1266

tidak berfaku, putusan hakim tidak perlu) |
4. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi déri pihak lawan.*'

Dalam keadaan memaksa atau overmacht maka perikatan telah
berhenti berlakunya, ini tidak berarti bahwa perikatan menjadi lenyap,
perikatan masih tetap ada hanya berhenti berlakunya. Apabild keadaan
overmacht itu sudah tidak ada maka perikatan berlaku lagi.

Berpokok pangkal dari keadéan memaksa ‘di atas maka perlu
disinggung dengan apa yang disebut risiko. Risiko adalah kewajiban
memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan
salah satu pihak. Dalam Bagian Umum Buku 1II KUH ‘Perdata dapat
ditemukan satu pasal yang sengaja mengatur soa:l'-: risiko, yaitu Pasal 1237
KUH Perdata.

Apabila keadaan memaksa berhubungan dengan risiko, maka ‘ganti

kerugian berhubungan dengan apa yang disebut cidera janji - atau

wanprestasi, Menurat Purwahid Pattik, cidera janji atau wanprestasi adalah

apabila debitor tidak melakukan sesuatu, atau terlambat dalam memenuhi

prestasi atau berprestasi tidak sebagaimana mestinya.32

31 Lokcit. '
32 Purwahid Patrik, Op.cit, 1994, halaman 1.
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dapat berupa empat macam :
a.

b.

Cidera janji atau wanprestasi (kelalaian atau keé\paan) seorang debitor
33 \

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
Melaksanakan apa yang dijabjika.nnya, tetapi tidak sebagaimana .yang
dijar;jikannya; |
Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitor harus :

Mengganti kerugian.

Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak
dipenuhinya kewajiban menjadi-'mnggung jawab dari debitor,

Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yéng timbal balik, kreditor

dapat minta pembatalan (pemutusan) pegjanjian.*®

Di samping debitor harus bertanggung gugat tentang hal-hal tersebut -, . ;-

di atas maka yang dapat dilakukan oleh kreditor ‘menghadapi debitor yang

wanprestasi itu di antaranya adalah :

.

b.

C.

Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian,
Dapat menuntut pemenuhan perjanjian,

Dapat menuntut pengganti kerugian.

33 Subekti, Op.cit, 2001, halaman 45
34 Purwahid Patrik, Op cit., 1994, halaman 11
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d. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian.

¢. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.”’

2.3. Perjanjian Kerjasama menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak
Ketiga ‘ “

Perjanjian :_‘Kerjasama Pengelolaan Tennj‘n'a] Terboyo antara
Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Bumi Lestari Hijau dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun
1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Piiiak Ketiga, Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 tahun 2001 teniang
Pedoman Pengelolaan Barang Daeféh dan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat I Semarﬁng Nomdr 11 tahun 1988 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingi&ati_]ﬂl Semarang pada Pihak
Ketiga serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat ljaerah Kota Semarang
Nomor 24 tanggal 19 Nopember 2001 tentang‘"‘Persetujuan Kerjasaﬁqa
Pemerintah Kota Semarahg dengan PT. Bumi Lestari Hijau dalam rangka
Pengelolaan Terminal Terboyo Semarang. |

Sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah  dalam
meningkaﬁcan pertumbuhan perekonomian daerah, dengan usaha-usaha

yang bersifat komersial. Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal

35 1bid, halaman.12.
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daerah kenyataannya senantiasa berkaitan déngah lpihak ketiga, sedang tata
cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, : pengawasan terhadap
penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bersifét umﬁm dan mendasar
sebab hal ini merupakan faktor yang dominan danA .akan menunjang dalam
pelaksanaannya. Hal ini dapat ldih'hat dengan dikeluarkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal
Daerah pada Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1986 mengatur
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan pertumbuhan perekcnoﬁnian daerah, dengan usaha-
usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah. Usaha-usaha daerah
berupa penyertaan modal pada usaha-usaha yang bersifat komersial, baik
usaha patungan modal dengan Pemerintah Pusat, Swasta Nasional dan atau
Swasta Asing dengan wadah Perseroan Terbatas ( PT ) maupun pengguna
usaha barang daerah. Dalam melakukan usaha—us'aha penyertaan mod_al
daerah, kenyataannya senantiasa berkaitan dengan pihak ketiga, sedang tata
cara  pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan terhadap
penyertaan modal daerah pada pihak ketiga Lersifat umum dan mendasar
sebab hal ini merupakan faktor yang dominan d-zin akan menunjang dalam
pelaksanaanya.

Usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dapat dilakukan

dengan cara ;
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1. Membeli saham dari Perseroan Terbatas ( PT ) yang telah berbadan

hukum dan mempunyai prospek baik;

| )

Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas ( PT );
mengadakan kontrak manajeﬁen, kontr!ak produksi, kontrak bagi
keuntuﬁgan, kontrak bagi ﬁasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Tata cara penyertaan modal dengan :

1. Pembelian Saham '

a) Pada prinsipnya pembelian saham oleh l;emeﬁntah Daerah pada
suatu Perseroan Terbatas ( PT ), hanya: dilakukan bila dengan
pembelian  saham  dimaksud benar-benar dapat dihafapkan
meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan atau
menambah pendapatan daerah.

b) Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dan untuk penyediaan
dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah { APBD ), vang pe1aksanaanﬁyu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Daerah.

2. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas ( PT )
a) Setiap melakukan usaha penyertaan modal daerah dalam
pembentukan Perseroan Terbatas ( PT ), ditetapkan dan diatur

dengan Peraturan [Daerah baii{ di Tingkat [ maupun di Tingkat II

yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
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b) Penyertaan modal daerah dalam bentuk vang, dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pelaksanaannya
ditetapxan dengan Surat Ke_putusan Kepala Daerah.

¢) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang ditetapkan dengan
Surat' Keputusan Kepala Daerah seﬁtelah. mendapat  persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ).

Khusus untuk penyertaan modal daerah dalam bentuk barang tidak
bergerak, maka Surat Keputusan Kepala Daeiah baru dapat
ditaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
3.I(onhaklnanahﬂnen,konuak;xodﬁkﬂ,konﬁakbagikmﬂﬁungan,konnak
bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pengertian :

a) Kontrak manajemen, suatu daerah mempunyai modal dalam bentuk
barang untuk suatu usaha komersial, 'tsé:'dang pengelolaannya
dilakukan oleh pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga
akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil
usaha vang dimaksud yang dituangkan dalam naskah perjanjian.

b) Kontrak produksi, suatu daerah mempﬁnyai modal dalam bentuk
barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya
dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :

(1) Pihak ketiga me1_1yediakan modal investasi dan atau mgdal

kerja.
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(2) Pihak ketiga diwajibkei'n membayar sejumlah vang (royalti)
kepada Pemerintah Daerah. |
4. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jaw.ab pihak ketiga.

a) Kontrak bagi keuntungan,-suatu daerah niempunyai modal dalam
beﬁtuk barang dan atau hak atas barang untuk usahé komersial,
sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga.

b) Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini pihak ketiga
menginventarisir terlebih dahulu modal atau peralatan dan sarana
yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan
beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah
Daerah c.¢4. badan pengelola.

Hasil usaha vyang berupa barang-barang dibagi antara pihak
Pemerintah Daerah dan pihak ketiga sesuai dengan prosentasi yang

‘ ditetapkan dalam perjanjian. |
c¢) Kontrak bagi tempat usaha'_ dalam hal ini daerah mempunyai
sebidang tanah yang berstatus Hak 'Pgngelolaan (HPI) dan
memungkinkan untuk  mendirikan  tempat usaha, sedang
pembangunannya diserahkan kepada pihak ketiga dengan syarat

yang saling menguntungkan. -

(1) Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha menjadi
tanggung jawab pihak ketiga;
(2) Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun,

dimaniaatkan atau dikelola oleh pihak ketiga, sedang yang
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sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya
oleh pihak Pélnerirltah Daerah;

(3) Atas bangunan yang dibangun oleh pihak ketiga tersebut
diberikan sertifikat H.ak.Guna Banguhah { HGB ) di atas tanah
HPI, |

(4) Bangunan yang dibanguh tersebut masuk dalam invetans
daerah;

(5) Kepada pihak ketiga diberi wewenang p_enuh untuk mengelola
bagian gedung tersebut seumur HGB:

(6) Seluruh bangunan tersebut menjadi milik daerah setelah

berakhimya HGB yang bersangkutan.

Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak
bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha da;n kontrék bagi tempat usaha
harus berdasarkan peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada
pihak ketiga oleh Kepala Daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu
kepada DPRD, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Kepala
Daerah dengan Pihak Ketiga yang dimapgkah dalam suatu naskah
perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut ditetapkan Surat Keputusan Kepala

Daerah tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi

' keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau koritrak bagi tempat usaha

yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.
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2.4. Pengertian Terminal Menarut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan memberikan dcﬁﬁisi Terminal sebagai berikut: Terminal
adalah pll'asarana. transportasi  jalan uﬁtuk keperluan memuat dan
menurunkan orang dan atau batang mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud
simpul jaringan transportasi.

Pada hakikatnya terminal meri;pakan simpul dalam sistem jaringan
transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai peiayanan umum antara lain
berupa tempat untuk naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang
untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai
tempat perpindahan intra dan antar transportasi. Sesuai dengan fungsi
tersebut maka dalam pembangunan terminal perlllrl‘ mempertimbangkan
antara lain lokasi, tata ruang, kapasitas, kepadatan lalu lintas dan
keterpaduan dengan transpbrtasi lain.

Penyelenggaraan terminal yang merupakan pelayanan umum
dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada -
Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah yang didirikan namun pula dapat diberikan kesempatan kepada

- Badan Hukum Indonesia untuk ikut berperan serta.
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Pada terminal tersebut dapat dibangun kegiatan usaha penunjang

antara lain berupa pertokoan, restoran, perkantoran sepanjang usaha tersebut

tidak mengganggu fungsi pokok terminal. Kegiatan usaha penunjang

tersebut untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa.

Pengertian Kontrak Bisnis

Kontrak bisniy merupakan suatu perjanjian" yang tertulis dengan

substansi yang disetujui oleh para pihak vang terikat di dalamnya bermuatan

bisnis. Adapun bisnis adalah tindakan-tindalian yang mempunyai nilai

komersial. Dengan demikian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara

dua pihak atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial.

pembuktian.

1.

2

. Kontrak bisnis yang dilegalisasi di depan notaris. -

Kontrak bisnis dapat dibagi empat bagiaI; bila dilihat dari segi

Kontrak bisnis yang dibuat di bawah tangan di mana para pihak
menandatangani secbuah kontrak bisnis di atas materai.

Kontrak bisnis yang didaftarkan (waarmerken) oleh notaris.

Kontrak bisnis yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam

bLentuk akta notaris.

Walaupun ada 4 perbedaan dari segi pembuktian, namun tidak

mempengaruhi keabsahan 1si dari apa yang dijanjikan oleh para pihak. Ada

beberapa konirak bisnis yang oleh undang-undang harus diubah dalam

bentuk akta notaris, misalnya perjanjian yang menyangkut Perseroan
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Terbatas, atau perjanjian jual beli tanah. Dilihat dari unsurnya kontrak bisnis

dapat dibagi menjadi 2 kategori :

‘ 1. Kontrak bisnis domestik.
2. Kontrak bisnis internasional.
Yang membedakan antara kontrak Dbisnis domestik dengan

internasional adalah ada tidaknya unsur internasional.*®

a. Tahapan Kontrak Bisnis
Pembuatan (drafiing) dan penélaahan (reviewing) suatu
rancangan kontrak bisnis tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada
tindakan sebelumnya yang mendasari.

Pembuatan kontrak bisnis biasanya diikuti pula dengan tindakan-

tindakan selanjutnya. Berarti pembuatan kontrak bisnis merupakan salah
satu tahapan dari rangkaian tahab'an. Tahapan yang dimaksud dimulai
dengan suatu kescpakatan para pihak untuk melakukan transaksi bisnis
tertentu. I

Rangkaian tahapan suatu kontrak bisnis :
1) Tahapan Kesepakatan Para Pihzllk
2} % Tahapan Pembuatan Konirak Bisnis

(Ditinjau dan yang membuat Rancangan Kontrak Bisnis)

% Tahapan Penelaahan Kontrak Bisnis

(Ditinjau dari yang tidak membuat Rancangan Kontrak Bisnis)

36 Hikmahanto Yuwono, Modul Rancangan Kontrak [, —————————— 1998, halaman 1-2.




39

3) Tahapan Negosiasi Rancangan Kontrak Bisnis .

4) Tahap Penandatanganan Rancangan Kontrak Bisnis
5) Tahap Pelaksanaan Kontrak Bisnis

6) Tahap Sengketa Kontrak Bisﬁié'(bila ada) .

7) & P;enyelesaian secara musyawarah

% Penyelesaian melalui torum peradilan’’

b. Pengertian In House Counsel dan Peranalnnya dalam Tahapan
Kontrak Bisnis
Pada masa sekarang dalam perusahaan maupun instansi pemerintah
dibuat sebuah divisi tempat berkumpul Sarjana Hukum, dengan berbagai
penyebutan. Dalam suatu departemen disebut Biro Hukum dan pada
swasta ada yang menyebut Divisi Hukum atau Lega! Departement. Ada
| Jjuga perusahaan yan gtidak menyebut sebagal divisi hukuin karena yang
bertanggung jawab atas aspek hukum, hanya satu pegawai. Mereku-
mereka yang bekerja pada divisi hukum ini disebut sebagai /n House
Counsel.
In House Counsel harus dibedakan dengan Independent Counsel.,
Independent  Counsel  adalah -i_consultan hukum yang mepunyai

kemandinian dan biasanya adalah kantor konsuitan hukum.

37 Hikmahanto Yawono, Modul Rancangan Kentrak 11, ———————~w. 1998, halaman 1
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Selanjutnya akan dibahas peran dari /n House Counsel dalam
tahapan setiap kontrak. /n House Counsel tidak bekerja sama dengan
konsultan hukum bila ﬁdak. ada penunjukkan konsultan hukum
indeper}dent oleh perusahaan atau instansi pemerintah. Walaupun suatu.
perusahaan atau instansi pemerintah sudah memiliki /n House Counsel
namun untuk transaksi bisnis tertentu mereka menunjuk konsultan
hukum independent yang dianggap menguasai transaksi bisnis tersebut.
Dalam keadaan demikian, secorang /n House Counsel harus dapat
bekerjasama dengan konsultan hukum yang ditunjuk.

Adapun peranan /r House Counsel dalam tahapan kontrak bisnis :
1) Tahap Kesepakatan Para Pihak |

Pada tahapan kesepakatan para pihak peran /n House Counsel kurang
dominan. Karena pihak yang hendak méngikatkan diri jarang
menyertakan /n House Counsel dalam perul_ldingan awal, karena
dikhawatirkan kehadiran /n Héﬁ.ve Counsel akan merusak hubungén
yang dibina oleh para pthak.
2) Tahap Pembuatan atau Penelaahan Rancalmgan Kontrak Bisnis.

Pada tahap pembuatan atau penelaahan raéangan konrak bisnis
terhadap apa yang telah disepakati para pihak.,' peran /n House Counsel
sangat dominan, /n House Counse! diminta untu.k membuat rancangan
kontrak bisnis yang akan ditandatangani oleh para pihak atau In House
Counsel dapat diminta untuk melakukan peneclaahan (review) terhadap

kontrak bisnis yang telah disiapkan oleh pihak lain.
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Perbedaan peran ini tergantung diminta atau tidaknya /n Hous'er
Counsel mempersiapkan rancangan kontrak bisnis. Bila In House
Counsel diminta untuk membuat dan niempersiapkén rancangan
kontrak bisnis yang dikehendaki, dan bila n House Counsel tidak
dimi.nta membuat rancangan kontrﬁk Bis:ni:s,‘ maka /n House Counsel
mempunyai-tanggung jawab untuk memeriksa isi yang diatur dalam
rancangan kontrak bisnis yang telah disiapkan pi.hak lain.
Terlepas dari peran yang diemban dari kédua peran yang akan
dilakukan /n House Counsel, maka /n House Counsel dituntut untuk
dapat menterjemahkan fransaksi bisnis yang hendak dilakukan para
pibak dan mengakorr_.odasikan hal-hal yang telah disepakati oleh para
pihak pada pembicaraan awal dalam rancangan kontrak bisnis yang
hendak ditandatangani.

3) Tahap Negosiasi Rancangan Kontrak Bisnis
Dalam tahap ini, /n Howse Counsel memiliki peran yang sama
dominannya pada saat tahapan pembuatan atau penclaahan rancangén
kontrak bisnis. Hal ini karena kontrak bisnis yang telah dibuat atau
diperiksa oleh /n House Counsel tidak begitu saja akan ditandatangani
oleh para pihak. Para pihak ak'.an menuntut satu sama lainnya untuk
mengakomodasikan bahkan mengadakan pérubahan—perubahaﬁ yang
dianggap tidak mengakomodasi kepentingannya atau kurang
memberikan perlindungan. |

4) Tahap Penandatanganan Rancangan Kontrak-Bisnis

g s




Setelah négosiasi selesai, maka para pihak akan menandatangani
rancangan kontrak bisnis. Peran In House Counsel di sini tidak terlalu
dominan namun teiap mempunyai peran. Perannya adalah meneliti
apakah pihak-pihak yang rr.len'andatangani mgrupakan pihak yang
secara hukum d'iperbolehkan menandatangani kontrak misal pi:hak
yang menanda tangan adalah Direktur Perseroan Terbatas (PT),
apakah pihak tersebut sudah sesuai denga'n- yang diatur dalam
Anggaran Dasar PT Selanjutnya /n House Counsel harus memastikan
bahwa penandatanganan rancan‘g‘;an kontrak bisnis yang dilakukan di

Indonesia harus dibubuhkan materai secukupnya.

i

5) Tahap Pelaksanaan Kontrak Bisnis

Dalam tahap ini peran /n House Counsel sangat pasif. /n House
Counsel akan berperan bila diminta atasannyé', misal diminta nasehat

sehubungan dengan pelaksanaan pasal tertentu.

6) Tahap Sengketa Kontrak Bisnis

T ahap sengketa yaitu bila mungkin dalam pelaksanaan kontrak bisnts
salah satu pihak tidak memenuhi salah satu kewajibannya. Peran In
House Counsel menjadi dominan kembali. Ia harus menentukan dalam
whap weal wsksh memang teml talab terjadi cuders janpl atau
wanprestasi sebagaimana diatur dalam konirak yang dilakukan dan
karenanya dapat menuntut ganti rugi.

Bila terjadi sengketa maka dilakukan penyelesaian sengketa secara

musyawarah untuk mufakat, yang pada umumnya diatur dalam salah
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satu klausula kontrak bisnis. Bila musyawarah ﬁdak dapat ditempuh,
maka penyelesaian sengketa melalui badan beradilan atau arbitrase
sesuai yang ditentukan dalam kontrak bisnis.
Peran /n House Coa.mse! déﬁi kepentingan instansinya dila_ndasil Surat
Perir;ta.h Kepala Daerah bertindak sebagai Pengacara Daerah dengan
dilengkapi izin beracara dari Pengadilan '['inggi.3 8
¢. Anatomi Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis seperti halnya tulisan dapat diidentifikasikan
menjadi tiga begian utama :
1) Pendahuluan
2) Isi
3) Penutup

Bagian Pendahuluan

Pada bagian ini dibagi menjadi beberaﬁa sub bagian :
(a) Sub Bagian Pembuka
Dalam sub bagian ini dimuat hal-hal _sebagai berikut :
% Sebutan atau nama kontrak dan - penyebutan selanjumya
(penyingkatan) yang akan dilakukan.
& Tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani
% Tempat dibuat dan ditandatangani kontrak (tidak selalu ada) |

(b) Sub Bagian Pencantuman Identitas Para Pihak

38 Hikmahanto Y¥uwono, Modul Ran_caﬁ san Kontrak I, ———— -, 1998, halaman 1-6.
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Pada sub. Bag. ldentitas para pihak "'\j/ang mengikatkan diri
dalam kontrak dan siapa-siapa yang akan menandatangani.
Karena ticak semua pihak yang terikat' dapat menandatangani
kontrak. | |

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

& Penyebutan para pihak lebih jelas
& Orang yang menandatangani kentrak mempunyai kapasitas
sebagai apa.
& Biasa dilakukan pendefinisian pihak-pihak yang terlibat.
(¢) Sub Bagian Penjelasan
Pada sub bagian i diberikan penjelasan mengapa para
pihak mengadakan kontrak
Bagian lsi
Pada bab ini terdapat 4 hal yang mendapat pengaturan :
(a) Klausula Definisi |

Dalam klausula definisi biaéany’a dicantumkan berbagai
definisi untuk keperluan kontrak. Klausula definisi penting dalam
r_angka lebih mengefisienkan klausula-klauéuia selanjutnya karena
tidak perlu diadakan pengulangan. Selain itu diatur juga status
judul dari tiap pasal.

(b) Klausula Transuksi

Klausula transaksi adalah klausula-klausula yang berisi

tentang transaksi yang akan dilakukan.
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(¢) Klausula Spesifik
Klausula ini mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu
transaksi. -
(d) _Klausula Ketentuan Umum
Pengaturan klausula ketentuan umum Vadalah klausula yang_
sering kali dijumpai dalam berbagai kontrak bisnis. Kiausula ini
antara lain mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian
sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari
perjanjian dan banyak lagi.

Bagian Penutup

Pada bagj.an ini terdapat 2 hal :
(a) Sub Bagian Kata Penutup
Kata penutup biasanya menerangkan perjanjian tersebut
ditanda tangani oleh pihak-pihak yarilg memiliki kapasitas. |
(b) Sub Bagian Ruang Penempatan Tancia Tangan
Tempat dimana pihak-pihak menaridatangani .perjanjian
dengan menyebutkan nama pihaic yang terlibat dalam kontrak,
nama jelas orang yang menandatangani dan jabatan dari orang
yang menandatangani.
Lampiran
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
kontrak. Oleh karena itu bagi masyarakat maupun badan hukum yang

akan melakukan kerjasama maka syarat-syarat yang harus dipenubhi
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! dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut selain yang telah

ditentukan dalam KUH Perdata maka  juga harus memenuhi

; persyaratan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang
dikeiuarkan pemcrintah.w
| 2
|
! {
i i
| 39 Hikmahanto Yuwono, Modul Rancangan Kontral 111, —————Hm— 1998, halaman 17-18




BAB II1
HASIL YENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL PENELITIAN

3.1.1. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian: Kerjasama Pengelolaan
Terminal Terboyo antara Pemerintah Kota Semarang dengan

PT Bumi Lestari Hijau

Pembuatan perjanjian kerjasama dengan PT. Bumi Lestari
Hijau melalui tahapan-tahapan seperti yang akan divraikan di bawah
i,

Direl:tur PT. Bumi Lestari Hijau pada tanggal 1 Mei 200!
mengajukan proposal permohonan kepada Walikota Semarang untuk
kerjasuma  dalam pengelolaan  Terminal Terboyo Semarang.
Selanjutnya Walikota Semarang mengusulkan rencana kerjasama

tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

dengan mengirinikan surat permohoné:n kepada Dewan Perwakilan
Rakya! Daerah Kota Semarang perihal Pengelolaan Ti;m‘n'nul
Ter_boyo Semarang.

Dengan adanya surat c}ari Welikota Semarang maka Déwgn
Perwakilan Rakyat Daerah .Kota Semarang mengadakan .:riapz:tt
gabungan Komisi A, C dan D DPRD Kota Sem.aran‘g Nomor

58/A/DPRIX20%:,  Nomor  59/C/DPRD/2001  dan  Nomor

s & kT TEE R T
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63/D/DPRD/2001 tanggal 15 Nopember 2001 yang membahas

+

tentang Pengelolan Terminal Terboyo.

Dari hasil rapat gabungan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Semarang mém.uluskan depgan .dikeluarkannya Surat
Képutusa'n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 24 tanggal 19
Nopember 2001, yang isinya memberikan persetujﬁan keljasarpa
antara Pemerintah Kota Semarang dengaanT_ Bumi Lestari Hijau
dalam rangka Pengelolaan Terminal Terboyﬁ. '

Setelah disetujui Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Terminal
Terboyo Semarang tersebut maka segera' para pihak, dalam hal ix;i
adalah Pemerintah Kota Semarang dengan PT Bumi Lestari Hijau,
menyiapkan isi koﬁtrak kerjasama yang nantinya akan ditvangkan
dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaﬁn Temﬁna] “Terboyo
Semarang.

Bagi pihak Pemerintah KKota Semarang dalam menyiapkan isi
perjanjian tersebut dibantu oleh /n House Counsel, yaitu Bapak Drs.
Mustohar, S.H., Kepala Bagian Hukum Pemérintah Kota Semarang,
dalam merancang konsep klausul-klausul yang akan dijadikan isi
perjanjiau kerjasama,™

Pada tahap ini peran /n House Counsel sangat dominan karena

rancangan perjanjian disusun oleh Kepala Bagian Hukum, setelah

40  Bapak Mustohar, 8.H.,, Ka. Bag, Hukum Kota Semarang, Wawancara Pribadi, tanggal 8
Januari 2002,
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konsep rancangan selesai, Walikota baru membaca dan memperbaiki
bila ada rancangan yang kurang berkenan.

Setelah Walikota se_tuju dengaﬁ koﬁsep klausul yang telab
dibuat oleh /n House Counsel tersebut, maka tahap benkutnya
adalah tahap negosiasi para pihak yang diadakan di Gedung Balai
Kota Semarang. Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Kepala Bagian Hukum, I_{epala Dinas . Perhubungan, Dinas
Keuangan, Dinas Kepegawaiﬁn, Dinas Perekonomian dan Badan

Pelaksanaan Kerjasama Managemen Daerah (BPKMD), bers,alﬁé

pihak PT. Bumi Lestari Hijau bersama-sama membahas isi klausul

dari perjanjian kerjasama tersebut. Peran /n House Counsel pada
tahap ini masih dominan, karena pada tahép”pembahasan negosiasi
saran dan masukan dari Kepala Biro Hukum sangat diperhatikan
oleh kedua belah pihak.

Apabila para pihak tetah mufakat dan setuju dengan apa yang
telah disepakati sebagai isi perjan}iian‘ kerjasama, selanjutnya
diadakan penandatanganan perjanjiaﬁ kerjasama tersebut. Perjanjian
Kerjasama Pengelolaan Terminal Terboyé Semarang dibuat dalam
akta dibawah tangan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh
Walikota, Direkiur PT Bumi Lestari Hijau dan para saksi pada

tanggal 26 Nopember 200].
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3.1.2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Peﬁgelolaan Terminal

Terboyo Semarang antara Pemerintah Kota Semarang dengan

PT Bumi Lestari Hijau

Setelah penulis ménguraikan tahapan-tahapan dibuatkan
peﬁanjian kerjasama dan menguréikan isi materi yéng tertuang
dalam perjanjian kerjasama dari sudut rancangan kontrak,
berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 10 Januari 2002
dengan Bapak Suripto, S.H. selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dinas
Perhubungan Pemerintah Kota Semarang, maka pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Terminal Terboyo Semarang
adalah sepert; yang akan diuraikan di bawah ini."'

Masa berla.k-u perjanjian kerjasama pengelolaan Terminal
Terboyo adalah untuk masa 1 tahun ferhitung sejak 1 Desember
2001 sampai dengan 30 Nopémber 2002,

Pengelolaan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kota
Semarang, sedangkan seluruh pembiayaan operasional yang
berkaitan denger: pengelolaan terminal ditanggung sepenuhnya '(:)leh
PT. Bumi Lestari Hijau dan Bidang usaha yang dilaksanakan éligia]ah
dalém hal kerjasama bagi hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang

ada.

41

Bapak Suripto, 8.H., KXa. Bag. TU Dinas Perhubungan, Wawancara Pribadi, tanggal 10
Januari 2002.

e
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1

Tugas pekerjaan yang diberikan Pemerintah Kota Sem:arang
kepada PT. Bumi Lestari Hijau, sesuai dengan perjanjian meliputi
penarikan retribusi jasa 'peIa.YaHanau penumpang angkutan umum
(JFPAU) atan peron, parki.r, bus dan non bus, sewa lahan atau kios
dar‘l dana lain yaitu retribusi bus menginap, pedagéng kaki lima,
sponsorshtp, penggunaan air bersth, penggunaan listrik.**

Oleh kareva itu PT. Emni Lestari ﬁijau diberikan hak dan
kewajiban  sepenuhnya sesuai perjanjian adalah  dengan
memanfaatkan 87 tenaga kerja harian lepas (TPHL) Kota Semarang
dalam operasionalnya tanpa mengesampingka:r.l asas profesionalisme

secara selektif, memelihara kenyamanan, kebersihan, dan keamanan

- .

lingkungan Terminal Terboyo Semarang, meningkatkan pelayanan

pada para pengguna Terminal Terboyo, melaksanakan koordinasi

dengan pihak Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas

Perhubungan Kota Semarang dan menanggung biaya operasional

yang berkaitan dengan pengelolaap Tel_'minal Terboyo serta
menyediakan seragam pada karyawan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan mengikutsertakan dalam prograni asuransi.®

42

Ibu Sulistyaningsih, S.H., Staf Administrasi Terminal Terboyo, Wawancara Pribadi, tanggal
18 januari 2002, '

Ibu Dahono, Pekerja TPHL. Bagian Penarikan Rétn'busi, Wawancara Pribadi, tanggal 17
Januari 2002- '
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Darn hasil retribusi dan pungutan ya}lg sah pihak PT. Bumi
Lestari Hijau wajib menyetorkan ke kas da;:;'ah secara tunal sebesar
Ryp. 80.000.000,- perbulan. dengan sistem pembayaran di muka
selama 1 tahun, Pihak PT. ‘Bumi Lestari Hijau juga harus membuka
dan menyetor pada Bank Garansi sebesar Rp. 80.000.000,- yang
berlaku selama 1 bulan dan dilaksanakan selama 1 tahun. Apabila
pihak PT. Bumi Lestari Hijau melakukan wanprestasi maka Bank
Garansi dapat dicairkan oleh Pemerintah Kota Semarang dan PT.
Bumi Lestari Hijau diberikan prioritas ﬁntuk melanjutkan kerjasama
dengan ketentuan yang diatur kemudian.**

Cialam perjanjiﬁn fersebut PT. Bumi Lestari Hijau tidak
diperbolehkan mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam hal
pelimpahan pengelolaan tanpa persetyjuan Pemerintah  Kota
Semarang.

Manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Semarang dari
adanya perjanjian kerjasama pengelolaan terminal Terboyo ini dapat
dibagy menjadt dua, yaitu secara langsung sebagai pemasukan
secara rutin kepada kas Pemerintah Kots Semarang, dan secara

tidak lungsung yaitu adanya renovasi pembangunan serta sistem

44 Bapek Ramli, Kepala Pengawas Lapangan PT Bumi Lestari Hijau, Wawancara Pribadi,
tanggal 19 Januari 2002,




pengelolaan Terminal Terboyo setelah perjanjiar berakhir serta
fasilitas lain vang diberikan oleh PT. Bumi Lestarn Hijau.*

3.1.3. Penyelesaian Sengketa yang timbul akibat Pei‘janjian

Kerjasama Pengelolaan Terminal Terboyo Semarang

Dari Wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas
Perhubungan Kota Semarang Bapak Suripto, SH pada tanggal 21
Januari 2002, Beliau mengusulkan altelln.a'tif penyelesaian jika
seandainya terjadi penyimpangan atau wanprestasi yaitu dengan
Surat Keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat mengenéi
pemberhentian kerjasama pengclolaan Temlmal Terboyo.*®

Hal di atas dibenarkan oleh Bapak Istijab, S.H. bahwa sikap.
yang diambil  Pemerintah Kota Semarang dengan cara
mengembalikan pengelolaan Terminal Terboyo ke Pemerintah Kota
Semareng lagi antuk diserahkan kepada PT lain yang mampu dan
sanggup secara lebih profesional dalam melakukan kerjasama

pengelolaan terminal khususnya terminal Terboyo."’

45

46

47

Bapak Ayub, Petugas Pengawas Lapang,an PT Bumi Lestari Hijau, Wawancara Pribadi,
tanggal 21 Januari 2002,

Bapak Suripto, S.H.,, Ka. Bag. TU Dinas Perhubunjban Wawancara Pribadi, tanggal 10
Januari 2002.

Bapak Istijab, S.H., Ka. Bag. Parkir dan Pemberangkatan Penurnpang Terminal Terboyo,
Wawancara-Pribadi, tanggal 14 Januari 2002. '




Sesuzi dengan klausul dalam perjalﬁian kerjasama pengelolaan
terminal Terboyo, maka apabila terjadi perselisihan di kemudian
hari akibat dan  perjanjian kerjasama ini, para pihak akan
menyelesaikan secara m_usjrawarah mufakat. Apabila tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maké kedua belah pihak. telah
sepakat memilih tempat kedudukun hul;um di I{epaﬁjtérellan
Penpaditan Negeri Scnﬂarang.

Perjanjian berakhir demi hukum jika jangka waktu perjanjian
habis dan terjadi force mayeur atau keadaan memaksa antara lain
meliputi bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, perang,
huru hara, sabotase yang diletapkan sebagal bencana alam
Pemerintah maka pihak PT. Bumi Lestari Hijau tidak dapat

dikatakan lalai atau mendasarkan perjanjian.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.2.1. Tabap-tahap Pembuatan Perjaujian Kerjasama Pengelolaan

Terminal Terboyo antara Pemerintah Kota Semarang dengan

P71 Bumi Lestari Hijau

Mengenai tahapan-tahapan pembuatan perjanjian kerjasama
pengelolaan terminal 'I‘erb;dyo antara Pemerintah Kota Semarang
dengan PT Bumi Lestari Hijau yang dibuat secara tertulis dan
berdasarkan awas kesepakatan dari para pihak, menurut hemat
penulis telah sesuai dengan apa yang terdapat pada aturair} pasal

1320 jo 1338 KUH Perdata, di mana salah satu asas perjanjian

TR
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adalah asas kebebasan berkontrak yang mempunyai maksud bahwa
setiap orang bebus untuk membuat perjanjian dengan siapa saja asal
tidak bertentangan dengaﬁ undang-undaﬁg, kesusilaan dan
ketertiban umum.

Proses pembuatan dan penentuan isi dari klausul perjanjian
kerjasama’ tersebut merupziican kesepakatan ‘dari para pihak yang
membuatnya, tanpa adanya tekanan, penyalahgunaan keadaan,
paksaan, penipuan maupun‘“pengaruh dari "pihak lain. Hal ini
menurut hemat penulis telahl sesuai dengan apa yang ditentukan
dalam Pasal 1323 - 1324 KUH Perdata yang mengatur mengenai
Paksaan (dwang), Pasal 1322 KUH Perdata yang mengatur
mengenai Kekhilatan (dwaling), dan Pasal .1'3_28 KUH Perdata_#an’g
mengatur mengenai Peni:puan. |

Mengenai peranan dari /n House Counsel sendiﬁ menurut
hemat penulis adalzh terlalu berlebihan, karena seharusnya pihak
Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini Bapak Wa]ikota; tidak
perlu melibatkan /n House Counsel lebih jauh dalam perundingan,
apalagi dalam menentukan klausul yang akan diajukan sebagai isi
perjanjiaﬁ tersebut. Hal ini menimbulkan kesan bahwa adanya ikut
campur pihak lain dalam penentuan 1si perjanjian,

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang artinya
bahwa hukum perjanjian ‘memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang




apa faja, berupa dan berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1254 KUH Perdata
menyebutkan syarat-syarat_yérlg tidak boleh dilekatkan dalam suatu
pefjarljian, yaitu bertujuan melakukan ses@:atu yang tidak mungkin
dilaksanakan, bertentangan dengan kesusilaan dan dilarang oleh
undang-uridang.

Sistem terbuka ini memang dibutuhkan oleh masyarakat
karena perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang
semakin kompleks membutuhkan adanya suatu peraturan yang
bersifat luwes atau fleksibel. Sistem terbuka ini menyebabkan
terjadinya perkernbangan ini tampak nyata dengan banyaknya jenis-
jenis perjanjian baru yang diadakan oleh masyarakat, di luar jenis-
Jenis perjanjian bermama yang memang telah diberikan pengaturan
secara khusus oleh undang-undang,

Dengan demikian, menurut hemat penulis, Perjanjian
Kerjasama Pengelolaan Terminal Terooyo Semarang merupakan
suatu bentuk perjanjian baru yang keberadaannya didasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam N;:geri Nomor _3‘tahun 1986 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, Keputusan Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor.__ 11 tahun 2001 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat I Semafang Nomor 11 tahun 1988

s LA
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tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I1 -

Semarang pada Pihak Ketiga.

Pelaksanaan Perjanjian: Kerjasama Pengelolaan Terminal
Terboyo Semarang antara Pemerintah Kota Semarang dengan
PT Bumi Lestari Hijau

Dilihat dan sudut pandang teori hukum perjanjian, pada
awalnya para pihak yang telah mengadakap 'perjanjian kerjaéama
pengelolaan terminal terboyo, yaitu Pemerintah Kota Seniérang
dengan PT Bumi Lestari Hijau, menjalankan apa yang menjadi hak
dan kewajibannya masing-masing.. Meﬁurut hemat penulis,
Perjanjian Kerjasama Pengelolian Terminal Terboyo Sérﬁarang
merupakan perjanjian bagi hal:';il usaha,

Berdasarkan hasi]‘ peﬁeﬁﬁan yang telah dilakukan oleh
penulis, PT Bumi Lestari Hijau dapat! dikatakan telah wanprestasi
atau cidera janji, karena dalam melaksanékén 18i perjanjian yang
telah disepakati tidak sebagaimana yang'dijanjikannya. Hal tersebut
sesuai dengan apa yang telah diuraikan Idalam bab I, yaitu
seseorang dapat dikatakan wanprestasf' apabila memenul kriteria
“melaksanakan apa yeng dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
yang dijanjikannya”.

Akan tetapi dalam perjanjian kerjasama iersebut tidak

ditentukan sanksi apa yang harus dipex_iuhi apabila salah satu pihak
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perjanjian ditentukan klausul yang menentukan sanksi yang akan
dikenakan pada para pihak apabila tidak melaksanakan
kewajibannya tersebut.

Apabila dilihat dari jangka waktu perjanjian kerjasama
tersebut maka masa berlakunya perjanjian kérjasama pengelolaan
antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Bumi Lestari Hijau
selama 1 tahun, dengan tahun anggaran mulai bulan Desember
bukan bulan Januari dan bila ditinjau dari pelaksanaan perjanjian
maka Perjanjian kerjasama pengelolaan Terminal Terboyo antara
Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Bumi Lestari Hijau terkesan:
tergesa-gesa, karena pada wakiu diadakan rapat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk membahas kerjasama pengelolaan
tersebut dipihak’PT. Bumi L'estari Hijau -tidak ada waktu, untuk
bicara, yang dimaksud disini untuk memberikan komentar, pendapat
dan masukan-masukan yang berhubungan dengan perjaﬁjidn
tersebut, serta didalam surat peljanjiarf tidak .c"i'icantumkan mengenai
sanksi atau denda, jika tidak memenuhi refribusi yang disetor tiap
bulan kepada Pemerintah Kota Semarang oleh PT. Bumi Lestari
Hijau yang tercantum dalam peijanjiun'ha;nya tertulis “Apabila pihak
kedua (PT. Bumi Lesl(;rri Hijau) tidak melaksanakan kerjasama
sesuai ketentuan yang diatur dalam sural perjanjion maka pihak

pertama berhak imemutuskan kerjasama tersebut”.
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Rerdasarkan hasil peneliian dan . ﬁengama‘ran penulis,
pelaksanaan perjenjian kerjasama tersebut 'terdapat hal-hal yang
merugikan Pemerintah Kota Semarang yaitu dalam hal pendapatan
menjadi berkurang karena .pihak PT. Bumi Lestari Hijau sampai
bu]zlln Pebruari belum membayar uang garansi sébesar Rp.
80.000.000,- ditambah uang setoran bulan Januari sebesar Rp.
80.000.000,-. Seharusnya sesuai dalam surat perjanjian bahwa pihak
PT. Bumi Lestari Hijau harus menyetor uang garansi selambat-
lambatnya 2 minggu sejak penandatanganan peijanjian, dan
berkewajiban menyetor secara tunai hasil pengelolaan sebesar Rp.
80.000.000,- tiap bulan yang dilaksanakan dengan sistem
pembayaran dimuka dan pihak PT. Bumi Lestari Hijau baru
menyetor sebesar Rp. 50.000;‘000,- kepada pihak Pemerintah Kota
Semarang melalui Bendahara Dinas Pendépatan Keuangan Daerah
(DPKD) dan sisanya sampai penelitian ini dilaksanakan belum
terbayar serta Tenﬁga Pekerja Harian Lepas (TPHL) sampai bulan
Januari belum dibayar.

Hal ini dapat dilihat di dalam surat A[AJerjanjian diantaranya
disebutkan dalam Pasal 5 huruf (a) bahwa pihak kedua (PT. Bums
Lestari Hijau) berkewajiban untuk: “Memanfaatkan 87 Tenaga
Pekerja Harian 1epas Kota Semarang dalam operasionalnya tanpa
mengesampingkan asas profesionalisme secara selektif”’, tetapi-

dalam pelaksanaannya dari 87 orang yang harus direkut oleh pihak
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PT. Bumi Lestari Hijau hanyg 51 orang yang digunakan dan melalui
seleksi yang ketat sehingga kebanyakan dari mereka (TPHL) yang
bekerja sering diliburkan oleh pihak PT. Bumi Lestari Hijau
biasanya yang bekerja kuraﬁg lebih 10 orang dan mereka hanya akan
dit;ayar separo dari gaji yang seharusnya mereka terima. Sedang
sisanya vang 36 orang tidak digunakan atz;ix'tidak bekerja sehingga
banyak yang menganggur.

Oleh sebab itu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman

Susunan Organisasi dan’ Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten -

Kota dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata.Kerja Dinas Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2001 seri D
nomor 2), telah dibentuk Badan Pengelolaan dengan Keputusan
Walikota Semarang Nomor 06].1;’280- tahun 2001, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Terminal Kota
Semarang schingga sebagai Kepala dijaiazlt oleh Kepala Dinas
Perhubungan Kota Semarang, vang dimaksud Kepala di sini adelah
Kepala Unit Pengelola Terminal Klota Semarang. Berdasarkan
uraian tugas dalam Keputusan Walikota tersebut Kepala Unit
Pengelola Terminal bertugas meréncanékan, melaksanakan,
pengawasan dan pengendaliim‘ .dalam pengelolaan terminal dan

fungsi unit pengelola terminal adalah sebagai pelaksana pemungutan
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retribusi daerah dan pendapatan lainnva yang sah yang berkaitaﬁ
dengan pengelolaan bangunan, pelayaman umum terminal untuk
disetor ke kas daerah. ]\‘amtm pada kenyataannya karena pihak
Pemerintah Kota Semarang kekurangan dana dalam pengelolaan
Terminal Terboyc maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak
lain yaitu PT. Bumi Lestari Hijau sehingga membawa akibat tidak
berfungsinya tugas dan 't'ungéi unit pengelolaan Terminal Terboyo,
khususnya pada Pelaksanaan Kerjasamé Pengelolaan Terminal
Terboyo atau Badan Kerjasama Pelaksana Manajemen. D1 lapangan
pemungutan retribusi terminal dilakukan oleh pegawai Tenaga
Pekerja Harian Lepas dari Pemerintah, Kota Semarang yang
diperkerjakan oleh pihak PT. Bumi Lesiari Hijau.

Oleh karena itu pada tanggal 17 Januari 2001 diadakan rapat
intern yang dihadiri oleh Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat, Biro

Hukum, bagian I{euangan Pemerintah Kota, bagian Perekonomian,
& g 21

dan Badan Kerjasama Pelaksana Managemen Daerah yang hasilnya”

memutuskan bahwa pihak PT. Bumi Lestari Hijau kuraﬁg
memperhatikan dalam lhal penyetoran ke kas Pemerintah Kota
Semarang, dan kinerja PT. Bumi Lestari Hijau kurang profesional
dalam hal pengelolaan Terminal Terboyo Semarang.

PT. Bumi Lestari Hijau bergérak dalam kegiatan usaha
pengadaan barang dan jasa‘ khususnya 'bidang usaha cleaning

service, office equipment, gardening, advertising, contractor,
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deodorant dispenser rental. Dengan kurang profesionalnya dalam
hal pengelolaan, hal ini dapat dilihat pada pola kerja PT. Bumi
Lestari Hijau yang tidak sesuai dengan proposal perjanjian yaitu jam

kerja karyawan terdiri dari 3 shift : shifi 1 jam 06.00 s/d jam 14.00

WIB, shift 2 jam 14.00 s/d jam 22.00 WIB dan shifi 3 jam 22.00 s/d

jam 06.00-WIB.
Adapun kenyataan di lapangan jam kerja karyawan 2 shift,
sehingga dengan keadaan yang sudah kelelahan akhirnya

menimbulkan kejenuhan para karyawan dalam bekerja otomatis

dapat menurunkan pendapatan atau retribusi, bis-bis yang masuk -

kebanyakan tidak diberi retribusi, serta karyawan/tenaga dari PT.
Bumi Lestari Hijau tidak memakai seragarﬁ A..identitas, dengan tidak
adanya pintu masuk dan keluar yang layak bleh sebab itu banyak
penumpang yang tidak masuk ke Tem}inal, maka pihak Pemerintah
Kota Semarang mengambil kebijaksanaan dari pihak Terminal
Terboyo memperbantukan ‘petugas Satpaﬁ) untuk  membantu
kelancaran pelaksanaan di laballgan, berhubung dari Pihak PT. Bumi

Lestari Hijau tidak ada petugas satpam.

Penyelesaian  Sengketa yang timbul akibat Perjanjian

Kerjusama Pengelolaan Terminal Terboyo Semarang
Berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah dituangkan
dalam klausula perjanjian, maka apahila terjadi sengketa akibat

Pelaksanaan Perjanjiar Kerjasama Pengelolaan Terminal Terboyo
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Semarang, para pihak akan menyelesaiken secera musyawarah
mufakat dan apabila tidak bérhasil dalain menyelesaikan sengketa
yang terjadi maka para pihak akan 1'ﬁengajukannya ke muka
pengadilan, |

| Hal di atas sesuai dengan prinsip Hukum Acara yang
mengatakan bahwa sengketa hukum yang timbul hendaknya
diselesaikan secara damai terlebih dahulu ;s.ebelum dimajukan ke
muka Pengadilan agar dapat diselesaikan secara cepat, sedefhar{a

dan biaya ringan.
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BAB IV
PENUTUP

Kcsimpu!hn

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perjanjian kerjasama

pengelolaan antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Bumi Lestari

Hijau dapat disimpulkan sebagai berikut :

[

[FS]

Penyusunan perjanjian kerjasama telah sesuai dengan tahapan yang
diatur dalam hukum perancangan kontrak, | akan tetapi dalam
perancangan isi perjanjian yang merupakan kesepakatan dari para pihak
ada pengaruh dari pihak lain yaitu /n' House Counsel,

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelo']aan. Terminal Terboyo antara
Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Bumi I;eétari Hijau tidak sesuai
dengan perjanjian misalnya dari 87 tenaga kerja harian lepas yang éda
digunakan hanya 51 orang dan sebagian ba11yai< diliburkan sehingga
yang aktif bekerja 10 orang. |

Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atau wanprestasi yang
dilakukan. oleh para pihak, dalam menyelesaikan masalah dengan
mengambil langkab sebagai berikut : mengadakan musyawarah secara
kekeluargaan, dan bila cara tersebut tida}c dapat ditempuh maka para
pihak sepakat untuk menyelesailkan sengketa yang terjadi diajukan ke
muke Pengadilan sesoal dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam

surat. perjanjian kerjasama tidak disebutkan klausula secara . rinei




mengenai  sanksi atau denda yang harus dibayar jika terjadi

keterlambatan penyetoran retribusi setiap bulan.

4,2, Saran

Bertolak dari kesimpulan-kesimpulan di atas dikemukakan beberapa

saran sebagai berikut :

I

b2

Kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Walikota Semarang

untuk lebih selektif dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain
untuk mengelola Terminal Terboyo Semarang dan perlu disiapkan
klausula perjanjian secara rinci serta pihak lain diberi kesempatan yang
cukup untuk menehiti lebih dahulu dalam ha! pengelolaan Terminal
Terboyo sebelum dilakukan perjanjian. Sehingga dengan adanya
perjanjian ini tidak akan merugikan pihak Pemerintah Kota Semarang
khususnya dalam hal pemasukan ke kas Pemerintah Kota Semarang,
Kepada pihak pi:ngelola yaitu PT. Bumi Lestari Hijau guna melakukan
upaya-upaya serta langkah-langkah sebaga;j berikut ;

Melakukan koordinasi deﬁga'n pihak-pihak terkait khususnya pihak
Dinas Perhubungan Kota Semarang dalalml raﬁgka penertiban dan
pengawasan terhadap kelancaran lalu | lintas demi membantu
terlaksananya pengelolaan Terminal Terboyo Semarang dengan baik
dan untuk lebih konsisten, profesional serta béﬁanggung jawab dalam
hal pengelolaan Terminal Terboyo sehingga akan lebih berhasil serta
akan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna

jasa terminal.
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